BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan

Kebijakan ~ Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No.

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1

Bengkulu Selatan), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu
dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah
(Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan), secara umum
telah berjalan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya
pemahaman pihak sekolah terhadap Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah telah berupaya
melaksanakan pendidikan sesuai tujuan pendidikan
nasional melalui penerapan  Kurikulum Merdeka,
pembinaan tenaga pendidik, pelaksanaan Standar Nasional
Pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik. Proses

pembelajaran juga telah diarahkan pada pembelajaran
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yang aktif, kreatif, dan kontekstual melalui penggunaan
metode diskusi, presentasi, serta pembelajaran berbasis
teknologi. Selain itu, sekolah telah memperoleh Akreditasi
A dengan skor 97 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
pendidikan telah memenuhi sebagian besar standar
nasional pendidikan. Akan tetapi, implementasi tersebut
masih  menghadapi  beberapa  hambatan,  seperti
keterbatasan fasilitas digital, kekurangan buku paket
pembelajaran, heterogenitas kemampuan siswa, serta
belum meratanya kualitas pembelajaran dan perhatian
guru terhadap seluruh peserta didik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pada SMAN 1
Bengkulu Selatan perspektif Siyasah Tanfidziyah telah
menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah,
tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan dalam
penyelenggaraan pendidikan. Pihak sekolah telah
berupaya menjalankan amanah pendidikan dengan
memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa
tanpa diskriminasi, meningkatkan kualitas pembelajaran,
membina karakter siswa, serta mengembangkan potensi
peserta didik melalui Kurikulum Merdeka dan berbagai
kegiatan sekolah. Prinsip keadilan juga terlihat dari
adanya kesempatan belajar yang sama bagi seluruh siswa

serta penggunaan pembelajaran yang lebih partisipatif
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dan kontekstual. Selain itu, sekolah dan pemerintah telah
berupaya mewujudkan kemaslahatan pendidikan melalui
pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis
teknologi. Namun demikian, implementasi prinsip
keadilan dan kemaslahatan masih belum sepenuhnya
optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas
pendidikan, kurangnya pemerataan perhatian guru
kepada seluruh siswa, serta kondisi fasilitas umum
sekolah yang masih memerlukan perbaikan. Oleh karena
itu, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan
pemenuhan fasilitas pendidikan masih perlu dilakukan
agar tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Siyasah

Tanfidziyah dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat terus
meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan melalui
pemerataan  kualitas  pembelajaran,  peningkatan
kedisiplinan guru, penguatan pembinaan karakter peserta
didik, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
agar implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi pemerintah dan Dinas Pendidikan, diharapkan

dapat meningkatkan dukungan terhadap sekolah melalui
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penambahan fasilitas pembelajaran seperti komputer,
infocus, dan buku paket, serta melakukan pengawasan
dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
pendidikan agar mutu pendidikan semakin meningkat.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat
menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam
penelitian yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan pendidikan dan kajian Siyasah Tanfidziyah,
serta dapat mengembangkan penelitian yang lebih
mendalam mengenai  kualitas pembelajaran  dan

efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah.
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